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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Mengapa orang tidak bersalah dapat ditangkap dan ditahan? Bahkan diajukan ke depan pengadilan? Begitu

pertanyaan yang sederhana sekali kedengarannya, tetapi mengandung makna yang memberikan pemahaman

tersendiri untuk dapat memberikan jawaban yang pasti terhadap apa yang dimaksudkannya. Berangkat dari

masalah inilah, kami merasa tertarik untuk menulis persoalan tersebut yang kami tuangkan dalam bentuk

tesis ini. 

<br><br>

Sebenarnya pertanyaan tersebut jika tidak mengandung makna lain, sangat mudah untuk diberikan

jawabannya. Seseorang yang sudah jelas tidak bersalah, sudah tentu tidak dapat ditangkap, ditahan dan

diadili. Karena seseorang hanya bisa ditangkap apabila ada dugaan keras bahwa orang tersebut telah

melakukan suatu tindak pidana dan di samping itu ada dasar bukti permulaan yang cukup. 

<br><br>

Mengandung makna lain yang dimaksudkan di sini ialah kalimat pertanyaan itu ditujukan kepada suatu asas

yang berlaku di dalam hukum acara pidana kita yaitu asas praduga tidak bersalah. Setiap orang yang

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak

bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan

hukum yang tetap (UU No. 14/1970 ps. 8). 

<br><br>

Sebelum berlakunya UU No. 14/1970 tersebut, asas praduga tidak bersalah ini telah pula dimuat di dalam

UUD RIS 1949 pasal 14, UUDS 1950 pasal 14 dan kemudian UU No. 19/1964 (Undang-Undang Pokok

Kehakiman) pasal 5. Dari semua ketentuan tersebut di atas, kalimat yang dipakai untuk menyatakan asas

tersebut boleh dikatakan serupa walaupun tidak sama benar. Begitu juga kalimat yang dipakai dalam

penjelasan umum KUHAP angka 3c. 

<br><br>

Timbulnya pertanyaan di awal tulisan ini, karena adanya perbedaan ataupun kekurang telitian pemahaman

asas tersebut dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana. Antara asas praduga tidak bersalah

dengan proses peradilan pidana ada hubungan yang erat sekali yang bahkan tidak dapat dipisankan. Proses

peradilan pidana merupakan suatu proses di mana sejak seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya

penangkapan sampai dengan adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Dalam proses itulah

asas praduga tidak bersalah diterapkan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang harus "dianggap

tidak bersalah" adalah orang yang sejak saat ditangkap, ditahan, dst. sampai dengan adanya putusan hakim

yang menyatakan kesalahan orang tersebut, Bahkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

<br><br>

Namun demikian, perbedaan pemahaman masih dimungkinkan bisa terjadi di antara para pembaca yang
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selalu dihadapkan kepada dua nisi kepentingan yang tidak sama antara kepentingan tersangka/terdakwa dan

kepentingan aparat penegak hukum. Kepentingan tersangka / terdakwa karena "dianggap tidak bersalah"

maka hak-haknya harus dihormati dan dihargai sebagaimana orang yang tidak bersalah.Dengan demikian

tersangka/terdakwa harus diperlakukan sebagaimana orang yang tidak bersalah. Sedangkan kepentingan

aparat penegak hukum menjadi terlupakan dengan adanya titik berat pemahaman kepada kepentingan

tersangka atau terdakwa saja. Hal ini terbukti dengan timbulnya pertanyaan seperti di depan, mengapa orang

tidak bersalah dapat ditangkap dan ditahan.


